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WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR bg TAHUN 2019

TENTANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penempatan tenaga kerja pada
lowongan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian,
keterampilan, bakat, minat, kemampuan dengan
memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan
perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan
kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan
kebutuhan, perlu disusun pedoman penempatan
tenaga kerja sebagai acuan dalam pelayanan
penempatan yang diberikan kepada pencari kerja
untuk memperoleh pekerjaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kota
Bima Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan, perlu menetapkan  Peraturan
Walikota tentang Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja;

Mengigat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3201);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4188);

3. Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4729);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap
Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima
Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5481);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun
2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016
Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima

Nomor 88);



13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran
Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 205);

14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2019
tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran
Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEMPATAN TENAGA
KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Bima.

4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan
tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

5. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Bima.

6. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga
kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

7. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

8. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang
diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.

9. Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk
menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan
lapangan pekerjaan yang tersedia.

10. Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang yang berasal dari Kota Bima
atau dari daerah lain yang lahir di Kota Bima secara turun-temurun atau
berdomisili dalam jangka waktu tertentu dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk dan Kartu Keluarga sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

11. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk
mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga
kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuan, serta pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang
sesuai dengan kebutuhannya.

12. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah penempatan
tenaga kerja antar kabupaten/kota 1 (satu) daerah provinsi.

13. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah
penempatan tenaga kerja antar daerah provinsi dalam wilayah Republik
Indonesia.

14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum,
atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

15. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan
mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja, tetapi ingin pindah atau
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alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri
kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung
melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.

Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan
mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik
dalam di dalam maupun luar negeri.

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat
LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin
tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga Kerja
dalam negeri.

Surat Persetujuan Penempatan yang selanjutnya disingkat SPP adalah
surat persetujuan dalam rangka penempatan tenaga kerja AKL atau
AKAD.

Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang
selanjutnya disingkat SIU LPTKS adalah izin tertulis yang diterbitkan oleh
pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan
tenaga kerja.

Bursa Kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja.
Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit
pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi
dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi penempatan
tenaga kerja kepada Alumninya.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Daerah.

Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR adalah
tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap
menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan
lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Kartu AK/I adalah kartu bukti pendaftaran pencari kerja yang akan
bekerja di dalam atau luar negeri.

Formulir AK/II adalah formulir daftar isian data pencari kerja.

Formulir AK/III adalah formulir daftar isian permintaan tenaga kerja.
Formulir AK/IV adalah formulir pemanggilan calon tenaga kerja.

Formulir AK/V adalah kartu antar kerja.

Formulir WLL 1 adalah formulir wajib lowongan.

Formulir WLL 2 adalah formulir informasi lowongan pekerjaan sudah
terisi.

BAB 11
PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 2

(1) Pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja terdiri dari:

a. Dinas Tenaga Kerja;
b. Lembaga swasta berbadan hukum; dan
c. BKK.



(2) Pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh bidang yang
melaksanakan fungsi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan
kerja.

(3) Lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan oleh LPTKS yang telah memiliki surat izin usaha LPTKS
yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

(4) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ adalah BKK yang telah
memperoleh tanda daftar dari Dinas Tenaga Kerja.

Bagian Kedua
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 3
(1) Penempatan tenaga kerja dalam negeri terdiri dari:
a. AKL;
b. AKAD; dan
c. BKK.

(2) Pelayanan penempatan tenaga kerja oleh Dinas Tenaga Kerja sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dalam bentuk:
a. pameran bursa kerja;
b. informasi lowongan kerja melalui media cetak atau elektronik.
c. penyuluhan dan bimbingan jabatan;
d. bursa kerja online; dan
e. perantaraan kerja.
(3) Bentuk pelayanan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan
berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang berasal dari laporan:
a. pameran bursa kerja;
b. Pemerintah Daerah yang lain;
c. lembaga penempatan tenaga kerja swasta; dan
d. pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta.

Pasal 4

Pelayanan penempatan tenaga kerja oleh lembaga swasta berbadan hukum
dan BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Ketiga
Pencari Kerja

Pasal 5

(1) Setiap pencari kerja berhak mendapatkan pelayanan yang sama untuk
memperoleh pekerjaan.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi,
pendaftaran, penyuluhan dan bimbingan jabatan, pelatihan untuk
penempatan serta perantaraan kerja.

Pasal 6

(1) Pencari kerja yang akan bekerja di dalam atau luar negeri harus mendaftar
di Dinas Tenaga Kerja sesuai domisili untuk mendapatkan Kartu AK/I.



(2) Untuk mendapatkan Kartu AK/I sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pencari kerja dapat mengajukan secara manual atau melalui online system
dengan persyaratan:

a. Usia minimal 18 tahun (delapan belas tahun);

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

c. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
d. Fotokopi ijazah terakhir;

e. Fotokopi sertifikat kompetensi kerja bagi yang memiliki; dan/atau
f. Fotokopi surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.

(3) Dinas Tenaga Kerja kepada pencari kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh fungsional pengantar kerja atau pejabat struktural
yang membidangi penempatan tenaga kerja atau petugas antar kerja yang
ditunjuk pada Dinas Tenaga Kerja.

(4) Fungsional pengantar kerja atau pejabat struktural yang membidangi
penempatan tenaga kerja atau petugas antar kerja yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengisian formulir AK/II
melalui wawancara langsung untuk mengetahui bakat, minat dan
kemampuan pencari kerja.

(5) Pelayanan pembuatan Kartu AK/I dan Formulir AK/Il tidak dipungut
biaya.

Pasal 7

Pengesahan atas Kartu AK/I ditandatangani oleh fungsional pengantar kerja
atau pejabat struktural yang membidangi penempatan tenaga kerja atau
petugas antar kerja yang ditunjuk.

Pasal 8

(1) Kartu AK/I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku selama
2 (dua) tahun.

(2) Dalam hal pencari kerja belum mendapatkan pekerjaan, pencari kerja
harus melapor kepada Dinas Tenaga Kerja setiap 6 (enam) bulan sekali
terhitung sejak tanggal pendaftaran.

(3) Dalam hal telah mendapatkan pekerjaan, pencari kerja harus melapor
kepada Dinas Tenaga Kerja paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak
tanggal penetapan dan mengembalikan Kartu AK/I ke Dinas Tenaga Kerja.

(4) Laporan pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dapat dilakukan secara manual atau melalui online system.

(5) Pencari kerja yang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut
tidak menyampaikan laporan ke Dinas Tenaga Kerja, maka harus
mendaftar kembali jika masih berstatus sebagaimana pencari kerja.

Bagian Keempat
Pemberi Kerja

Pasal 9

(1) Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja dapat merekrut sendiri
tenaga kerja yang diperlukan atau melalui pelaksana pelayanan
penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja melalui BKK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ wajib mengajukan kepada Dinas

Tenaga Kerja untuk mendapatkan persetujuan.



Pasal 10

Pemberi kerja dalam merekrut tenaga kerja selain memperhatikan kepada
keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan pencari kerja wajib
memperhatikan pula kepada harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan
hukum serta kesempatan kerja secara adil dan setara, tanpa berdasarkan
atau memprioritaskan kepada salah satu jenis kelamin, khususnya
perempuan demi menjaga keseimbangan gender dalam pelaksanaan
penempatan tenaga kerja di daerah serta memprioritaskan penyerapan tenaga
kerja lokal.

Pasal 11

(1) Setiap pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja wajib
menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan kepada Dinas
Tenaga Kerja dengan menggunakan formulir WLL 1.

(2) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat:

Nama jabatan;

Jumlah jabatan;

Jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada setiap jabatan,;

Syarat jabatan;

Batas waktu pemenuhan lowongan; dan

Alamat pemberi kerja.

(3) Penyampaian informasi adanya lowongan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau melalui online
system.

(4) Pemberi Kerja bertanggung jawab atas kebenaran informasi lowongan
kerja.

(5) Pengantar kerja pada Dinas Tenaga kerja setelah mencari dan/atau
penerima informasi lowongan pekerjaan dari pemberi kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mencatatkan pada formulir AK/Il dan menerbitkan
bukti lapor lowongan pekerjaan secara manual atau melalui online sytem.

"o A0 o

Pasal 12

(1) Pemberi Kerja dalam melaksanakan rekrutmen tenaga kerja harus
berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan melaporkan pelaksanaan
rekrutmen tenaga kerja.

(2) Dinas Tenaga Kerja bersama-sama dengan pemberi kerja melakukan
seleksi rekrutmen calon tenaga kerja sesuai dengan persyaratan jabatan
yang dibutuhkan.

(3) Untuk mengisi lowongan pekerjaan, Dinas Tenaga Kerja harus memenuhi
permintaan pemberi kerja dari data pencari kerja yang terdaftar pada
formulir AK/Il secara manual atau secara online system.

(4) Dalam hal pencari kerja memenuhi persyaratan jabatan dalam hal
lowongan pekerjaan sebagimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga
Kerja melakukan pemanggilan pada pencari kerja dengan menggunakan
formulir AK/IV secara manual atau melalui online system.

(5) Dinas Tenaga Kerja memfasilitasi pencari kerja dengan membawa
dan/atau mengisi formulir AK/V secara manual atau secara online system.

(6) Pemberi kerja wajib memberikan laporan kepada Dinas Tenaga Kerja
secara tertulis atau melalui online system menggunakan formulir WLL 2
dalam hal informasi lowongan pekerjaan sudah terisi.



Bagian Kelima
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

Pasal 13

LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang melakukan
pelayanan penempatan tenaga kerja melalui sistem AKL wajib:
(1) Melaporkan job order dari pemberi kerja kepada Dinas Tenaga Kerja;
(2) Melibatkan Dinas Tenaga Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja;
(3) Mengesahkan perjanjian kerja pada Dinas Tenaga Kerja; dan
(4) Melaporkan penempatan tenaga kerja secara manual atau online system
kepada Dinas Tenaga Kerja.
Pasal 14

(1) LPTKS dan/atau pemberi kerja yang akan menempatkan tenaga kerja
melalui AKAD harus memiliki SPP dari instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan.

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:

a. Dinas Tenaga Kerja untuk menempatkan tenaga kerja dalam daerah,

b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat
untuk penempatan tenaga kerja lintas Kabupaten/Kota dalam satu
provinsi; atau

c. Direktorat Jenderal untuk penempatan tenaga kerja lintas Provinsi.

Bagian Keenam
Bursa Kerja Khusus

Pasal 15

(1) BKK sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ adalah BKK
yang telah memperoleh tanda daftar dari Dinas Tenaga Kerja.

(2) Tanda Daftar dari Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan dengan melampirkan persyaratan:

a. Fotokopi surat izin pendidikan atau surat izin operasional satuan
pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, atau surat izin
lembaga pelatihan kerja dari instansi yang berwenang.

b. Fotokopi keputusan pembentukan BKK dan struktur organisasi BKK;
dan

c. Rencana penempatan tenaga kerja paling sedikit 1 (satu) tahun ke
depan.

(3) Tanda daftar berlaku selama BKK aktif menyelenggarakan penempatan
tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penempatan tenaga kerja oleh BKK diperuntukan bagi alumni dari satuan
pendidikan satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi dan
lembaga pelatihan kerja.

(5) BKK dilarang menempatkan

a. Tenaga kerja di luar alumninya; dan/atau

b. Tenaga kerja ke luar negeri.

(6) Pimpinan BKK wajib melaporkan data penempatan alumninya setiap 3
(tiga) bulan sekali kepada Dinas Tenaga Kerja dan/atau setiap ada

kegiatan penempatan alumninya.



BAB III
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Bagian Pertama
Arah Kebijakan

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan
perluasan kesempatan kerja yang meliputi:

a. Perluasan Kesempatan Kerja di dalam hubungan kerja; dan
b. Perluasan Kesempatan Kerja di luar hubungan kerja.

(2) Perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menciptakan dan
mengembangkan perluasan kesempatan kerja.

(3) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk menciptakan dan
mengembangkan kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan
dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, kelembagaan masyarakat dan teknologi tepat guna.

Bagian Kedua
Pelaksana

Pasal 17

(1) Perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh:
a. BUMN/BUMD; dan
b. Swasta.
(2) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh:
a. Pemerintah Daerah;
b. BUMN/BUMD;
c. Swasta; dan
d. Kelembagaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Bentuk Kegiatan

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a,
BUMN/BUMD dan Swasta menetapkan program kerja dan kegiatan
perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja.

(2) Program kerja dan kegiatan perluasan kesempatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diprioritaskan untuk menyerap tenaga kerja lokal yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

(3) Program kerja dan kegiatan perluasan kesempatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) melalui informasi lowongan pekerjaan dan seleksi pekerja
dengan 1 (satu) pintu pada Dinas Tenaga Kerja.

i



Pasal 19

(1) Dalam rangka melaksanakan perluasan kesempatan kerja di luar
hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b,
dilakukan dalam bentuk program kewirausahaan.

(2) Program kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan pola:

Pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri;

Penciptaan wirausahawan /wiraswasta;

Sistem padat karya produktif dan infrastruktur

Penerapan teknologi tepat guna;

Pendayagunaan tenaga kerja sukarela; dan/atau

Pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan

kerja.

(3) Pola program kewirausahaan sebagimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi sumber
daya daerah dan mengarah pada kegiatan usaha ekonomi produktif.

(4) Pemerintah Daerah memfasilitasi  pelaksanaan pola  program
kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kegiatan:

Permodalan;

Penjaminan;

Pendampingan;

Pelatihan;

Konsultasi;

Bimbingan teknis; dan/atau
g. Penyediaan data dan informasi.

(5) BUMN/BUMD dan Swasta memfasilitasi pelaksanaan pola program
kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:

a. CSR; dan
b. Pelatihan kewirausahaan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK)

(6) Lembaga penjamin dan lembaga keuangan memberikan kemudahan dan
fasilitasi kepada masyarakat yang dapat menciptakan atau memperluas
kesempatan kerja berupa fasilitas dan/atau fasilitas penjaminan kredit.

(7) Dalam pengelolaan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
dibentuk tim yang ditetapkan oleh Walikota.
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BAB IV
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 20

(1) LPTKS dan/atau pemberi kerja serta lembaga di satuan pendidikan
menengah, satuan pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja wajib
menyampaikan laporan mengenai data penempatan tenaga kerja kepada
Dinas Tenaga Kerja.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pencari kerja yang terdaftar;

b. Lowongan kerja yang terdaftar;

c. Pencari kerja yang telah ditempatkan; dan

d. Penghapusan pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja.
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Bagian Kedua
Pelaporan Perluasan Kesempatan kerja

Pasal 21

(1) BUMN, BUMD, Swasta dan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 wajib membuat laporan tertulis kepada Dinas
Tenaga Kerja berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan/atau program
perluasan kesempatan kerja secara berkala setiap bulan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar
bagi Dinas Tenaga Kerja untuk menetapkan kebijakan perluasan
kesempatan kerja di daerah.

BAB V
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 22

(1) Walikota melakukan pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan
kesempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Kepala Dinas Tenaga Kerja melakukan pembinaan terhadap pelayanan
penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan tenaga kerja, melalui:
a. penguatan kelembagaan penempatan tenaga kerja melalui bimbingan
teknis dan sosialisasi;

b. pengelolaan IPK 1 (satu) daerah;

c. pengendalian perizinan LPTKS dengan wilayah kerja dalam 1 (satu)
daerah;

d. pengendalian penerbitan SPP AKL; dan

e. pengawasan kepada LPTKS yang SIU LPTKSnya diterbitkan oleh Kepala
Dinas Tenaga Kerja.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 23

(1) Untuk menjamin sinergitas dan efektivitas langkah-langkah terpadu dalam
pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penempatan tenaga kerja
dan perluasan kesempatan kerja, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui
perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala
melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Dinas Tenaga Kerja
yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penempatan tenaga
kerja dan perluasan kesempatan kerja.

(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan mulai dari
tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan.

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1
(satu) kali dalam setahun.

(6) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penempatan
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tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja digunakan sebagai bahan
masukan dalam penyusunan kebijakan dan program penempatan tenaga
kerja dan perluasan kesempatan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 4 Novem ber 2019

l; WALIKOTA BIMA,

[

/'F MUHAMMAD LUTFI
Diundangkan di Kota Bima

pada tanggal, 4 Novemlrer 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKH
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